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ABSTRAK 

Anisa Fitria Nita  : Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Solok 

Pembimbing   : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemetaan potensi pajak daerah di 

Kabupaten Solok dengan menggunakan analisis tipologi klassen yang tergolong ke 

dalam empat kategori yaitu kategori prima, kategori potensial, kategori berkembang 

dan kategori terbelakang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yaitu data realisasi pajak daerah dan elemen-elemen pajak 

daerah di Kabupaten Solok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan 

hasil penelitian, pemetaan potensi pajak daerah di Kabupaten Solok tahun 2015 

sampai dengan 2020 dengan menggunakan analisis tipologi klassen menunjukkan 

pajak daerah yang tergolong kategori prima dengan persentase sebesar 10%, pajak 

daerah yang tergolong kategori potensial adalah sebesar 10%, pajak daerah dengan 

kategori berkembang  sebesar 60% dan pajak daerah yang tergolong kategori 

terbelakang sebesar 20%. 

 

Kata Kunci : Pemetaan, Tipologi Klassen, Pajak Daerah, Kabupaten Solok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 

Januari 2001, tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi 

ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5), Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Penerapan prinsip otonomi daerah dengan arti memberikan kewenangan 

yang luas untuk  mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah daerah di 

luar urusan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah yang 

luas pemerintah daerah harus mempunyai sumber pembiayaan yang memadai. 

Namun, sumber pembiayaan diberbagai daerah sangat beragam. Ada daerah 

yang memiliki sumber daya yang mampu sehingga dapat 

menjalankanotonomi daerah, namun ada juga beberapa daerah yang memiliki 

keterbatasan sumber daya sehingga kesulitan dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah. 

Sumber-sumber penerimaan daerah dapat berasal dari bantuan  

pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. 
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Setelah pemberlakuan Undang-Undang tentang otonomi daerah, pemerintah 

daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah 

terutama pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli 

Daerah dapat berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.  

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan 

suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian 

pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu 

komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian 

daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Halim (2006:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

“semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli 

Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan upaya-

upaya yang strategis guna memperbesar penerimaan daerah terutama yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.  

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut 

oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak 

daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah 
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dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berikut tabel pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2020. 

Tabel 1 

Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Solok dari Tahun 2015 – 2020 

Tahun Pajak t0 Pajak t1 Pertumbuhan 

2015-2016 10.848.119.336 11.441.155.032 5,47% 

2016-2017 11.441.155.032 14.717.757.802 28,64% 

2017-2018 14.717.757.802 18.988.826.865 29,02% 

2018-2019 18.988.826.865 20.216.803.538 6,47% 

2019-2020 20.216.803.538 19.015.335.312 -5,94% 

Jumlah 63,65% 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok (diolah 2021) 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat kita lihat pertumbuhan pajak daerah dari 

tahun 2015 sampai tahun 2020 memperlihatkan bahwa pertumbuhan pajak 

daerah mengalami naik turun atau fluktuatif, sehingga pertumbuhan pajak 

daerah  tidak stabil setiap tahunnya. 

Pajak Daerah merupakan salah satu sektor penerimaan daerah yang 

besar, untuk itu sangat penting oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan 
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sumber-sumber penerimaan tersebut agar terlaksananya pemungutan pajak 

daerah dengan baik. Masing-masing elemen pajak daerah memberikan 

kontribusi terhadap PAD, untuk mengembangkan sepuluh elemen pajak 

daerah pemerintah daerah memiliki keterbatasan, maka dari itu perlu 

ditetapkan skala prioritas untuk mengetahui skala prioritas maka perlu 

dilakukan pemetaan, salah satu cara memetakannya adalah dengan 

menggunakan analisis tipologi klassen agar diketahui pajak daerah apa saja 

yang termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian Tugas Akhir dengan judul “Pemetaan Potensi Pajak Daerah di 

Kabupaten Solok”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas di atas, maka disusun 

perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Pemetaan Potensi Pajak 

Daerah di Kabupaten Solok dari tahun 2015-2020 ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemetaan 

potensi Pajak Daerah di Kabupaten Solok dari tahun 2015-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Pajak Daerah. 

2. Bagi instansi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terhadap 

pemetaan pajak daerah sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam 

mengambil kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. 

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pemetaan potensi pajak daerah dan dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang 

Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok 

Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat diambil kesimpulan yaitu : 

elemen pajak daerah yang dikategorikan prima dengan persentase sebesar 

10% yaitu Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Pajak daerah yang dikategorikan potensial dengan persentase 10% yaitu Pajak 

Penerangan Jalan. Sedangkan Pajak daerah yang termasuk ke dalam kategori 

berkembang adalah sebesar 60% yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dan untuk kategori terbelakang 

terdapat potensi 20% yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan.  

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Solok adalah untuk pajak daerah dengan kategori prima dengan persentase 

10% dapat dilakukan tindakan intensifikasi pajak yaitu dengan cara 

pemungutan pajak yang lebih giat lagi, melakukan sosialisasi kepada wajib 

pajak agar patuh dalam membayar pajak daerah, dan survei lansung ke 

lapangan atau objek pajak. Dan untuk pajak daerah dengan kategori potensial 
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dan berkembang dengan persentase 10% dan 60%, diharapkan upaya 

intensifikasi dan ekstensifikasi atau menggali potensi sumber-sumber 

penerimaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dan untuk 

pajak daerah yang tergolong kategori terbelakang dapat dilakukan peninjauan 

ulang atau bahkan penghapusan apabila tidak memenuhi harapan realisasi 

oleh pemerintah daerah. Untuk peneliti selanjutnya saya harapkan untuk 

mengkaji lebih dalam lagi tentang strategi yang bagus untuk meningkatkan 

penerimaan elemen-elemen pajak daerah dan disamping itu juga dapat diteliti 

kembali untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 
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